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ABSTRAK 
Kata Kunci: penyelesaian pembayaran, uang pengganti, tindak pidana korupsi 

Analisa ini bertujuan untuk menyelidiki penyelesaian pembayaran uang pengganti dalam 

tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisa mengenai kasus-kasus 

korupsi yang melibatkan pembayaran uang pengganti. Metode penelitian yang digunakan meliputi 

tinjauan literatur, studi kasus, dan analisis komparatif. 

Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian pembayaran 

uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, termasuk peraturan hukum, proses hukum, dan faktor-

faktor eksternal seperti dukungan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa ada variasi yang signifikan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti di 

berbagai kasus korupsi. 

Selain itu, penelitian ini juga mempelajari tentang penyelesaian pembayaran uang pengganti 

dalam mencegah dan mengurangi tingkat korupsi. Serta menelaah peraturan kejaksaan Nomor 19 

tahun 2020 tentang peyelesaian pembayara uang penganti. Temuan-temuan penelitian ini dapat 

memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum, penegak hukum, dan pembuat kebijakan 

dalam memperbaiki sistem penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. 

Kesimpulannya, penyelesaian pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi 

merupakan hal yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, diperlukan 

langkah-langkah yang efektif dan komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian 

pembayaran uang pengganti dalam upaya memerangi korupsi.  

 

ABSTRACT 
Keywords: Settlement, Compensation Payment, Corruption Offenses 

This analysis aims to investigate the settlement of compensation payments in corruption 

crimes. This research collects and analyzes corruption cases involving compensation payments. The 

research methods used include literature reviews, case studies, and comparative analysis. 

This research identifies factors that influence the settlement of compensation payments in 

criminal acts of corruption, including legal regulations, legal processes, and external factors such 

as community support and government policies. The results of the analysis show that there are 

significant variations in the settlement of compensation payments in various corruption cases. 

Apart from that, this research also studies the settlement of compensation payments in 

preventing and reducing the level of corruption. As well as reviewing prosecutor's regulations 

Number 19 of 2020 regarding the settlement of compensation payments. The findings of this 

research can provide valuable insight for legal practitioners, law enforcers and policy makers in 

improving the law enforcement system related to criminal acts of corruption. 

In conclusion, the settlement of compensation payments in criminal acts of corruption is a 

complex matter and is influenced by various factors. Therefore, effective and comprehensive steps 

are needed to increase the effectiveness of settlement of compensation payments in an effort to 

combat corruption. 
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